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Apa itu Prinsip Free, Prior and Informed Consent?

Prinsip Free Prior Informed Consen{FPIC) adalah prinsip yang menegaskan adanya hak
masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentukategiapa yang mereka inginkan pada
wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuslsabagai: “hak masyarakat untuk
mendapatkan informasinformed sebelum Rrior) sebuah program atau proyek pembangunan
dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasdrifarmasi tersebut, mereka secara bebas
tanpa tekanarFfee) menyatakan setujednsent atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak
masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiaembpngunan macam apa yang mereka
perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adatkae’

Itu berarti pengakuan terhadap hak masyarakat unarigatakan ‘Ya!’, atau ‘Tidak!’

Artinya, pihak atau orang luar, yang hendak masaki&lam wilayah-wilayah masyarakat adat,
harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik s@mgkarena masyarakat dikaruniai dengan
hak, dengan kewenangan yang jelas atas selurutyahiladat mereka. Itu berarti pula

menghargai sistem pengambilan keputusan masyaaaletdan menghormati tata aturan adat
dalam menentukan perwakilannya .

Itu berarti juga bahwa jika pihak atau orang luaaummasuk ke dalam wilayah-wilayah
masyarakat adat mereka harus menjelaskan apa yautak mereka lakukan, dan berunding
dengan masyarakat bersangkutan, mengingat bahwgrakat bisa setuju ataupun tidak setuju
terhadap apa yang diusulkan.

Semua kata-kata yang terdapat dalam frase tersaima pentingnya:

Free atau ‘Bebas’— keputusan-keputusan hendaknya dicapai melalseprproses yang saling
menghargai tanpa kekerasan, tekanan, gertakanmancdan penyuapan. Tidak boleh ada
rekayasa terhadap hasil perundingan.

Prior atau ‘Mendahului’ - perundingan-perundingan seharusnya dilakukan lisabe
pemerintah, para pemodal dan perusahaan-perusahaarutuskan rencana yang hendak
dikerjakan. Itu berarti perundingan-perundinganubaterlebih dahulu dilakukan dengan
masyarakat sebelum bulldozer datang dan sebeluantpeang survei dan penilai datang untuk
mengukur dan melihat-lihat sekitar tanah-tanah enadat adat.

Informed atau ‘Diinformasikan’ — pihak atau orang luar harus memberikan semuaniafsi
yang mereka miliki kepada masyarakat, terkait dengegiatan yang direncanakan, dalam
bentuk-bentuk dan bahasa yang dapat dipahami nadsgarltu berarti memberikan waktu
kepada komunitas untuk membaca, menilai dan memakiaa keterangan ini. Itu berarti
memerlukan waktu untuk mengumpulkan semua keteraygag terkait, dengan partisipasi
semua orang jika mereka mau, sehingga orang tahunggikasi dari usulan rencana kegiatan
tersebut.



Box 1: Data dan informasi yang diperlukan masyarak&

1. Informasi Profil dan Kinerja Perusahaan yang akaengelola dan memanfaatkan
sumberdaya alam di wilayah mereka. Informasi privfilmemuat tujuan perusahaan,
usaha dan kapasitas perusahaan, asset produksunderdaya lainnya yang dimiliki,
managemen perusahaan dan pemilikan modal. Sedangkamasi kinerja biasany
memuat informasi pengelolaan usaha, manfaat darpalaiga. Informasi ini dapat
diperoleh dari organisasi yang khusus mengawasijgiperusahaan dan pemerintah.

2. Informasi kebijakan dan peraturan pelaksanaan y&ngubungan dengan ijin dan hak-
hak pengelolaan yang dikeluarkan oleh Pemda, Diketsutanan, Dinas Perkebunan,
Dinas Pertambangan dan sebagainya. Informasi iniuat kebijakan pengelolaan, hak
dan kewajiban, standard legalitas, pedoman darssaaggsi.

3. Informasi AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan), yangemuat kajian dampak positif
dan negatif proyek sesudah dan sebelum beropermdiputi aspek sosial, ekologi,
ekonomi dan sebagainya. Informasi ini dapat digérodari Bapedalda (Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah), Bapped#afBBerencanaan Pembangunan
Daerah), PSL (Pusat Studi Lingkungan) di Pergurliamggi setempat, Konsultan
AMDAL, pers dan LSM.

4. Surat Permohonan dan Proposal perusahaan untuk apekdn hak pengelolaan
sumberdaya alam tertentu, yang isinya, antara fagmuat rencana kerja usaha, ljin
Lokasi dari Pemda dan instansi pertanahan, sukaimendasi kesesuaian lahan,
lokasi dan surat persetujuan AMDAL dan sebagairipéormasi ini memuat banyak hal
tentang rencana pengelolaan dan termasuk persetdaa perwakilan masyarakat.
Informasi ini dapat diperoleh dari pemerintah dhgerdinas terkait dan perusahaan.
Biasanya informasi ini sulit diperoleh dan sebaiiajcari dan diusahakan dengan lobby
dan pendekatan kepada orang tertentu di PemdaRDD

Consent atau ‘Persetujuan’— Meski dalam bahasa Inggris katansentmemiliki makna
‘persetujuan’ namun makna istilah ini dalam FPI@lad ‘keputusan’. Apapun keputusan atau
kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui $elprases terbuka dan bertahap yang
menghargai hukum adat dan otoritas yang dianut mlefeka sendiri. Itu berarti mengakhiri pola
pembuatan berbagai keputusan oleh seorang ‘tokabyanakat yang dipaksakan tanpa merujuk
kepada aspirasi anggota komunitas. Dengan demikiaka hukum adat yang dimaksud adalah
hukum adat yang merupakan kesepakatan seluruh @niggmunitas, menjadi aturan yang hidup
di tengah komunitas, diketahui, dihormati dan ditakeh komunitasltu berarti keadilan bagi
masyarakat adat!

Dengan pengertian seperti itu, maka padanan fresg Prior, Informed Consent dalam Bahasa
Indonesia mengandung pengertian: Sejak dini ataardaformasi yang lengkap dan benar,
masyarakat berhak mengambil keputusan untuk médmmat¥ A atau TIDAK berdasarkan
kesepakatan yang dibangun di antara mereka. Pmmgéersebut dapat dipersingkat menjadi
SENI ADIL Bersepakat, yang merupakan akronim dd&ja® diNI Atas Dasar Informasi yang
Lengkap dan benar, Bebas bersepakat.

Mengapa FPIC Begitu Penting?

Biasanya, skema pembangunan dan konservasi digaksképada masyarakat adat tanpa
konsultasi, partisipasi atau perundingan — tanpalp@matan terhadap hak-hak mereka.

Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hméseka ditebang, tanah-tanah mereka
ditambang, lembah-lembah mereka kebanijiran, kawasdyuru mereka dipagari, ladang mereka
diduduki, lembaga adat mereka dihina. Semuanyaatgslng tanpa ada kesempatan bagi
mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasingengaoses tersebut, dan seringkali tanpa
mereka rasakan atau mereka ketahui apa manfasagyabreka.

Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, ataksdipneninggalkan tanah-tanah mereka dan
‘dilatih-kembali’ untuk melayani kebutuhan masyaBkasional, tetapi tidak untuk memenuhi
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kebutuhan utama mereka sendiri. Umumnya, ini mebgééan mereka akhirnya menjadi lebih
miskin dan jauh lebih menderita daripada sebelumnya

Seringkali ini terjadi karena masyarakat adat digpgterbelakang, lugu dan polos, miskin dan
memerlukan bimbingan. Kadang-kadang terjadi karpimak luar tidak mengetahui tentang

masyarakat adat dan bahkan tidak menyadari masstaaalat juga dikaruniai dengan hak-hak
dan kebebasan sebagaimana semua umat manusidu Berimg semua ini dibiarkan terjadi

hanya karena pihak luar berusaha untuk mendapkétartungan dari intervensi tersebut.

Cara-cara penerapan FPIC yang benar harus mengirenpgenyimpangan-penyimpangan
tersebut.

FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dak pilar, karena ini bermakna menghargai
hak-hak komunitas masyarakat adat atas wilayahyalilanereka dan untuk menentukan apa
yang ingin mereka lakukan di atasnya.

Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya déipajutkan ketikadan jika masyarakat
adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yatagvalikan akan bermanfaat bagi mereka.
Artinya bahwa semua bentuk pembangunan yang harmgrabahayakan mereka tidak boleh
diteruskan karena masyarakat akan menolaknya.

Tetapi melaksanakannya dengan benar tidaklah mudah.Menerapkan prinsip FPIC
membutuhkan sejumlah prasyarat: masyarakat haragyémisir dengan baik, dapat mencapai
kesepakatan antar mereka sendiri, dapat memahamgadebaik usulan-usulan dari luar dan
dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagadpgan. Harus diingat bahwa proses-
proses FPIGlapat dimanipulasi.

Box 2: Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi dan caa menghindari
manipulasi

Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi:
1. Manipulasi oleh komunitas itu sendiri: oleh pervakikomunitas, struktur adat, dan kelomgok
kepentingan lainnya di dalam komunitas yang teratanerugikan kelompok-kelompok paling

rentan di dalam komunitas, seperti perempuan demigok pemuda.

2. Manipulasi oleh pihak investor. melakukan pendeakatapada orang-orang tertentu di dalam
komunitas, memberikan informasi yang menyesatkay kamunitas, manipulasi tentang luasan

tanah dan hutan.

3. Manipulasi oleh pemerintah: penafsiran sepihakatapthukum, pendekatan diam-diam dengan
perusahaan, pembuatan kebijakan (perda) yang &epkaetapan tata batas tanpa persetujuan
komunitas.

Untuk menghindari manipulasi itmaka yang perlu dilakukan adalah:
1. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan olelmkmitas: perwakilan komunitas harus
berbentuk sekelompok orang atau lembaga yang nesemiasikan berbagai kelompok sosial di
dalam komunitas; mekanisme pengambilan keputusams hanelibatkan seluruh anggata
komunitas; harus ada proses pelaporan dan ump#nuralk setiap tahapan perundingan oleh
perwakilan kepada seluruh anggota komunitas; wemgnaerwakilan hanya terbatas pdda
menyampaikan apa yang menjadi keputusan komunisg$yruh proses ini sebaiknya
didokumentasikan.

2. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oletvestor: masyarakat harus menc
mempelajari dan memahami tentang rencana invegiat, lokasi, ijin perusahaan, AMDA
manajemen perusahaan, prosedur-prosedur hukumhgamg ditempuh oleh pihak perusah
dan standar-standar sosial, ekonomi dan lingkungarg harus dipenuhi perusahaan. Setfiap
tahapan proses negosiasi harus didokumentasikandidamdatangani oleh pihak-pihak yang
berunding.

3. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleimpgntah: masyarakat harus terlibat dalam
proses pembuatan kebijakan, masyarakat dengan amar@umas, LSM harus menganalisis
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemahintemerintah daerah, dan melakukan




pemetaan partisipatif atas wilayah-wilayah adatyagkat, masyarakat juga harus terlibat dajam
proses dan pengukuhan tata batas kawasan hutan.

Buku kecil ini dibuat untuk membantu masyarakatragd@apat membuat banyak hal dengan
menggunakan prinsip FPIC. Buku ini disusun untukudakan oleh semua kalangan. Buku ini
dibuat untuk dibaca, dan untuk dibacakan kepadakaeyang tidak bisa membaca. Buku ini
adalah dokumen yang terbuka untuk dikembangkam Bikda pikir buku ini membutuhkan
perbaikan-perbaikan, silahkan sampaikan kepada ke®silkan-masukan dari Anda!

Landasan dalam Hukum Internasional

Ada banyak instrumen hukum internasional tentangyarakat adatyang paling penting adalah
perjanjian freaty) yang disepakati antara negara-negara, ditandatarmjeh pemerintah dan,
dimana diperlukan, diratifikasi oleh parlemen. Demgmenandatangani perjanjian tersebut,
negara-negara setuju untuk mengurus masyarakawdayah mereka sesuai dengan standar
internasional. Perjanjian-perjanian tersebut b#akadengan hal-hal penting seperti Hak Asasi
Manusia (HAM), hak-hak pekerja, hak-hak perempuan a@nak-anak serta kepedulian terhadap
lingkungan.

Perjanjian internasional adalah hukum yang mengikaterintah dan, dalam keadaan tertentu,
perjanjian internasional tersebut dapat ditegakkelalui lembaga dan pengadilan internasional.

Keputusan-keputusan semua pengadilan tersebut efautusan-keputusan yang dibuat dengan
pertimbangan yang sangat berhati-hati oleh pahif internasional telah menerima bahwa

masyarakat adat mempunyai hak untuk “menerima m@muolak” usulan proyek pembangunan,

yang berlandaskan pada hak semua masyarakatradktmienentukan nasib mereka sendiri.

Beberapa instrumen hukum internasional yang teiqgernyang menjamin hak atas FPIC
mencakup:

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dalitiRo

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomijébasan Budaya

Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Dislagniasial

Hak ini juga secara tegas dicantumkan di dalamatagleklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat

Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nd9ltentang Masyarakat Adat
mengharapkan pemerintah untuk menjamin adanyaunéikk menentukan prioritas
pembangunan namun bukanlah persyaratan yang naéngilalaupun tidak mengikat,
tetapi diharapkan proses tersebut terjadi sebhgatuk penghargaan pemerintah
terhadap proses pembuatan keputusan dalam lemlzyarakat adat.

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diratifikashgdem UU No. 5 Tahun 1994
menyatakan perlu diberlakukannya FPIC dalam peratarfapengetahuan masyarakat
adat dan bahwa hukum internasional dihormati dateemancang dan menata kawasan-
kawasan lindung.

Beberapa ‘Panduan Pelaksanaan Terbaik’ dalam Lingkp Internasional

Pemerintah, secara perlahan menerapkan hukum-hukdennasional tersebut di atas. Komisi-

komisi internasional, inisiatif dari kelompok noeperintah, dan sejumlah pimpinan kelompok
bisnis tergerak untuk mengembangkan ‘panduan palales terbaik’ yang mencantumkan

prinsip-prinsip FPIC. Dengan demikian, FPIC telaterima secara luas sebagai cara yang lebih
baik untuk melakukan usaha oleh banyak sektor.

Bendungan— Komisi Dunia tentang Bendungafworld Commission on Dams), sebuah komisi
internasional yang dibentuk oleh Bank Dunia dan MMYorld Conservation Unignrmenerima
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bahwa masyarakat adat memiliki hak atas FPIC —kumtamutuskan apakah menerima atau
menolak bendungan di wilayah mereka.

Tambang, minyak dan gas—Extractive Industries Review yang diterbitkan Bdblnia juga
telah menerima bahwa masyarakat adat memiliki hahgysama untuk memutuskan apakah
tambang, sumur minyak dan gas perlu dikembangkda wéayah mereka atau tidak.

Pembalakan — HPH - Forest Stewardship Council (FSC) mewajibkan penkbgbenebang
kayu) untuk mengakui dan menghargai hak masyaealattdalam pengelolaan hutan.

Hutan Tanaman Industri — HTI - FSC menerapkan standar pengelolaan hutan tanaman
industri dan tidak akan melakukan proses sertifitexbadap perkebunan kayu di dalam kawasan
konservasi bernilai tinggi yang dibangun setel&utal 995.

Perkebunan Kelapa Sawit — HGU -Roundtable on Sustainable Palm (RISPO) mewajibkan
bahwa tidak ada penanaman yang dikembangkan pdagatvimasyarakat adat tanpa FPIC serta
tidak boleh membatasi hak-hak adat mereka.

Kawasan Lindung — World Commission on Protected Areas, IUCN — Worldn§ervation
Union dan WWF menerima bahwa kawasan taman nasional dan cagarhelaya ditetapkan
berdasarkan penghormatan atas hak-hak masyaratatiadgan persetujuan mereka dan dengan
kesepakatan melalui perundingan.

Badan-Badan Pembangunan -Beberapa badan pembangunan juga menerima prirggigor
FPIC, diantaranya UNDP dan Komisi Eropa yang memaenya dengan tegas, sebagian lagi,
misalnya Bank Pembangunan Antar-Amerika menerima®yegian saja, dan ada yang kurang
begitu jelas penerimaannya seperti Bank Dunia.

Rujukan-rujukan dalam Hukum Nasional
Indonesia telah meratifikasi:

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Rglyang diratifikasi dengan UU No.
12 tahun 2005.

Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sodmh Budaya, yang diratifikasi
dengan UU No. 11 tahun 2005.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk DistaBhiRasial, yang diratifikasi
dengan UU No. 29 tahun 1999.

Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, yang fikadi dengan UU No. 5 tahun
1994.

Indonesia juga telah mengadopsi Deklarasi Univetsatang Hak Asasi Manusia dan telah
menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-hak MakgaAdat.

Ratifikasi beberapa instrumen hukum internasiorsal gengadopsian atas Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia dan penandatanganan Deklarasi teBng Hak-hak masyarakat Adat
tersebut di atas berarti bahwa prinsip FPIC sesaumgga harus dihormati di Indonesia.

Aturan Hukum nasional yang Memperkuat Hak-hak Masyarakat Adat:

Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) mengakuk hmasyarakat adat sebagai
komunitas yang memiliki pemerintahan asli.

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusiag mengakui hak-hak
perorangan dan hak-hak kolektif masyarakat adat.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraly yaenjamin dan mengakui
kewenangan kesatuan masyarakat hukum berdasarkiansas atau adat—istiadat untuk
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Da&mini Peraturan Daerah
diwajibkan untuk menghormati dan mengakui hak asal- dan adat-istiadat desa,
namun sekaligus juga menjadi salah satu simpul ndataministrasi pengakuan
keberadaan masyarakat adat.Berdasarkan asas-dsam hersebut sejumlah dewan
perwakilan rakyat kabupaten telah mengeluarkan tyera daerah yang mengakui
wilayah, lembaga dan peraturan adat.

TAP MPR-RI No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dang&lelaan
Sumber Daya Alam (PA-PSDA) yang memuat prinsipgpn tentang
pelaksanaan PA-PSDA. Salah satu prinsipnya adatatyakui dan menghormati
hak masyarakat hukum adat dan keragaman budayssdaaigs sumberdaya
agraria dan sumberdaya alam

UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria gyanengakui hak-hak dan
keberadaan masyarakat adat atas tanah

Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 mengaemyelesaian sengketa tanah
ulayat.

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengeetan serta masyarakat dalam
sebuah bab khusus. Hak-hak yang dijamin antaraaldiiah hak untuk memanfaatkan
hutan dan hasil hutan; hak untuk mendapatkan irdernatau mengetahui rencana
peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dammafs kehutanan; memberi informasi,
saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehytatan berhak melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan lkehbtik langsung maupun tidak
langsung.

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengeldlamykungan Hidup dan semua
peraturan dibawahnya yang khususnya berhubungargaderAnalisa Dampak
Lingkungan (AMDAL) mewajibkan untuk dilakukan stusbsial (untuk menganalisa
dampak sosial) bagi pelaksana projek/perusahaan telemasuk keterlibatan wakil
masyarakat dalam komite penilai AMDAL di tingkatbkgpaten dan propinsi. Undang-
undang dan peraturan ini berlaku untuk semua lagiptoyek baik sektor kehutanan,
perkebunan maupun pertambangan. Dalam hal ini Haikkumendapatkan informasi,
Hak mengajukan keberatan dan Hak untuk berperaa dalam pengelolaan lingkungan
hidup dijamin dalam undang-undang ini

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang PenataangRumenjamin hak-hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi mengerairtetng, hak untuk mengajukan
keberatan, saran dan pendapat serta berperardakma penyusunan rencana tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatag. rduadang-Undang No. 7 tahun
2004 tentang Sumber Daya Air, menjamin dan menghkidi ulayat masyarakat adat
setempat.

UU No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Kgdu&ejahtera menjamin hak atas
pemanfaatan wilayah warisan adat.

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayatisPalan Pulau-Pulau Kecil juga
menekankan pentingnya penghormatan atas hak-hakanaat adat.

UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan DiskrsnRas dan Etnis.

Berbagai Permasalahan dalam Hukum

Walaupun ada beberapa aturan hukum nasional yamgang tentang hak-hak masyarakat
adat,namun ada beberapa unsur dalam hukum Indoyssgabertentangan dengan masyarakat
adat dan hak mereka atas FPIC.

UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa nmeakak penyeragaman sistem
pemerintahan dan menyingkirkan kelembagaan adataiMan UU ini dicabut pada
1999, di banyak daerah di Indonesia sistem kecamdésa, kampung masih berlaku dan
terus mengatas-namakan sistem adat.



Demikian pula, UU Kehutanan, sementara UU ini mampengakuan adanya ‘hutan
adat’ pada saat yang sama memandang kawasan-kateaselout menjadi bagian dari
Kawasan Hutan Negara yang didefinisikan sebagaakawtanpa hak.
UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Sejumdaboalan mendasar dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pdkmitambangan antara lain
adalah bahwa seluruh wilayah hukum Republik Indianadalah wilayah kuasa hukum
pertambangan. Artinya menyamakan kuasa sebuatr spkttambangan, dengan negara.
Dan oleh karena itu Kontrak Karya menjadi sangatkierusahaan dapat menjadi
sekuat negara di hadapan masyarakat. Terjadi lalisési masyarakat (adat) dan
tiadanya jaminan pemulihan lokasi pertambangan.uieatlalah bahwa bahan mentah
dijadikan kebutuhan ekspor, dan oleh karena itugdakebutuhan bahan mentah
pertambangan ditentukan oleh kekuatan pasar dan dalam negeri tidak
memperhitungkan daya beli masyarakat. Yang ketigdah investasi tambang dijadikan
sebagai objek vital negara dan karena itu mendagréihdungan yang jauh lebih tinggi
sementara masyarakat (adat) dapat dengan mudatbalkan. Dan yang berikutnya
adalah membuka ruang hukum yang lebar bagi pernsgag massif, ekstensif dan
bahan beracun.Terakhir adalah mengabaikan hak raennasib sendiri dan hak untuk
menyatakan setuju atau menolak dari masyarakat) (ada
UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam kiptindang ini ekspansi tanaman
monokultur secara luas dijamin, yang berarti ancaiteahadap ekosistem. Dinyatakan
dengan tegas untuk kesejahteraan pemilik usahandayarakat. Penekanannya terutama
pada penggunaan teknologi maju, penguatan modal hddoungan dengan pasar.
Skalanya sangat besar dan tidak ada jaminan b&gmasyarakat untuk menentukan
nasib sendiri dan menyatakan setuju atau menoladsiasi perkebunan dalam wilayan
mereka. Ada kebohongan dalam menyatakan bahwalperée memiliki fungsi perekat
dan pemersatu bangsa, jika dilihat orientasinyaapaddal, teknologi dan pasar dan
investasi terutama oleh modal besar, tanpa pergau hak masyarakat yang terkena
langsung dampaknya. Tidak ada pengakuan dan pemiach terhadap keberadaan
masyarakat adat, karena ada syarat sepanjang eda&jlsementara ada atau tidaknya
ditentukan oleh pemerintah daerah. Hampir tidakled@mpatan bagi masyarakat (adat)
untuk dapat memperoleh atau mengelola tanah (a@akembali, karena jangka waktu
pemberian ijin adalah 25 tahun dan dapat teruspiogang.
UUD 1945 dan UUPA menentukan kewenangan pemerinmtadk mengalokasikan lahan
dan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa.
Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Peagaldahan (Land Acquisition)
memungkinkan negara memaksa mengambil tanah darbesuglaya alam milik
masyarakat atas nama kepentingan nasional, dissatmengakui pentingnya konsultasi
dan pembayaran kompenasasi yang layak, walapunitegrtentangan dengan keinginan
masyarakat.
Hampir setiap kegiatan yang disusun dalam pereacapambangunan nasion&efita)
ataupun perencanaan tata ruang propinsi dapasidifi sebagai bagian ‘kepentingan
nasional’.

Semua peraturan hukum ini harusnya telah dikaji-ulang sesuai dengan TAP MPR

IX/2001 dan berdasarkan kewajiban Indonesia terhadp hukum internasional namun

ini belum dilakukan sampai saat ini.
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Box 3: Hak-hak masyarakat adat yang melandasi FPIC

1. Hak untuk hidup, sebagai salah satu hak asasi n@sabagaimana dinyatakan |di
dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi & dan Undang-undang No.
39 tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi PBB tentdakrhak Masyarakat Adat.

2. Hak untuk secara bebas menentukan status politikekaedan secara bebgas
mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaseken

3. Hak atas informasi, terutama informasi-informasngdangsung berkaitan dengan
kehidupan mereka. Hak ini diatur di dalam UU No. tehun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

4. Hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bersatd@berkumpul

5. Hak untuk bebas dari intimidasi, perlakuan sewena@gang, penyiksaan, dan lain-
lain.

6. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasardaimenjalankan hak-hgk
mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usu &entitas mereka,
sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi PBB teifakéhak Masyarakat Adat.

Menegakkan Hak Adat atas Wilayah

FPIC adalah prinsip yang mengakui hak masyarakatwauk membuat keputusan tentang masa
depan mereka berkaitan dengan wilayah, yang atayaki tersebut mereka telatenetapkan
hak-haknya. Dengan kata lain, FPIC mengakui hakyamakat adat untuk mengatur sendiri
penggunaan hak milik mereka.

Masyarakat adanenetapkanhak mereka atas wilayah dan sumber daya lainnysisdengan
dasar hukum adat, penguasaan dan pemanfaatan adatira

Hukum internasional mengakui bahweak-hak masyarakat adat tidak tergantung pada
sebuah peraturan perundangan negarakarena hak-hak mereka berasal dari kebiasaan dan
hukum yang mereka miliki. Hak-hak mereka ini mumgkiendahului keberadaan negara, atau
mungkin hak-hak mereka ini telah berkembang danamapbelum negara menerapkan jurisdiksi
yang mencakup kawasan-kawasan masyarakat adat.

Masyarakat adat tidak harus menunjukan bahwa mened@upakan orangpertama dalam
sebuah kawasan, yang penting bahwa mereka telalerapdan hak-hak di dalam kawasan
tersebut sebelum pihak lain manapun mengklaim daalsm negara mengurus kawasan tersebut
dengan efektif. Hal ini karena hak asasi manusiagliap sebagai hak bawaan bukan merupakan
pemberian dari sebuah pemerintahan. Kita semua likeimak asasi karena kita adalah umat
manusia bukan karena negara mengakui kita atahdiakita.

Dalam hal ini, hukum Indonesia cukup maju — adakuii sebagai sumber hak.

Lebih lanjut, menurut Pasal 10c Konvensi tentangariaragaman Hayati, Pemerintah
Indonesia harus melindungi dan mendorong pemanfaatan secara adathadeap
keanekaragaman hayati sesuai dengan kebiasaan bu@ag cocok dengan tuntutan konservasi
atau pemanfaatan yang berkelanjutan.’

Di banyak daerah di Indonesia, pemerintah belunersgnya menata pertanahan dan sumber
daya alam. Hanya sekitar 12% dari hutan telah didian dikukuhkan. Tidak sampai setengah

dari semua tanah milik pribadi sudah pernah didaBadangkan untuk kepemilikan adat, seperti

hak ulayat, sangat sedikit yang telah didaftarkan.
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Membuktikan Hak atas Wilayah

Sebuah langkah penting dalam menegaskan hak-hakamakat adat adalah membuktikan
sifatdasar kepemilikan hak ulayatlan luasan hak ulayat mereka.. Masyarakat adat memiliki
berbagai sumber rujukan untuk membuktikan hak-heleka.

Hak-hak mereka mungkin secara resmi diakui olehepet@han. Misalnya di Sumatra Barat,
pemerintah mengakullagari sebagai bentuk pengurusan diri sendiri orang Mikabgu dan
memiliki otoritas atas berbagai kekayddagari. Walaupun demikian, hanya sedikit batas-batas
Nagariyang sudah diukur.

Cara lain untuk membuktikan hak adalah dengan memdentasikansifat-dasar (bentuk-
bentuk kepemilikan), penggunaan dan hak milik dvdfa hukum adat. Sedikit sekali mereka
yang bukan masyarakat adat memahami betapa dalamkalapleksnya hukum adat dan
kepemilikan masyarakat adat.

Salah satu cara terbaik untuk membuktikazisan hak adat adalah melalui pemetaan dengan
menggunakan teknologi geomatika, seperti GlobalitiBogg System (GPS). Sekarang ini
pemetaan dengan penggunaan GPS tersebut tidaldab behal, cepat dan mudah memetakan
batas-batas wilayah adat dan bentuk-bentuk pentanféanah di dalam kawasan tersebut. Untuk
menunjukkan bagaimana hak-hak mereka tumpang tidelityan sebuah konsesi HPH berikut
adalah sebuah contoh peta yang dibuat orang-orasanLdi Kalimantan Timur.
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Beberapa Pembelajaran dari Pemetaan Wilayah Adat

Pemetaan partisipatif telah secara luas diteragkavilayah masyarakat adat di Indonesia sejak
awal 1990-an. Banyak pembelajaran telah diperdliedmtara yang paling penting adalah:
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Memastikan bahwa peta-peta tersebut dibuat dengsadlran dan kesepakatan penuh,
dan dengan pengawasan dari masyarakat yang terlibat

Melibatkan anggota masyarakat pada semua tahaparetgen dari memutuskan
informasi apa yang relevan, mengumpulkan inforrdasapangan, sampai mencatat dan
menunjukkan informasi dalam peta-peta dasar.

Sedapat mungkin mencatat pemanfaatan lahan das-tetizsnya. Memasukkan nama-
nama lokasi, kategori pemanfaatan lahan id#tah-istilah untuk jenis-jenis tanaman,
semuanya sesuai penamaan oleh masyarakat addakepita-peta tersebut.
Memastikan bahwa semua generasi terlibat. Orangdriagkali yang paling mengetahui
tentang wilayah-wilayah sejarah dan nilai-nilai ayal.

Melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pemetahaki-laki dan perempuan
cenderung memanfaatkan lahan dan sumber daya dmrdeda — keduanya benar dan
perlu perlindungan.

Pada daerah yang didiami oleh dua atau lebih ked&nspku perlu melibatkan semua
kelompok-kelompok tersebut dalam proses pemetaanuanya punya hak. Menegaskan
hak hanya satu kelompok cenderung mengarah padéikkaan memperlemah
pengakuan semua kelompok tersebut.

Libatkan komunitas tetangga dalam pemetaan batas-h@ng berada pada masing-
masing wilayah mereka. Jika batas-batas tersebkerdudian hari disengketakan oleh
komunitas tetangga, klaim hak atas wilayah tersemenjadi lemah bagi semua
kelompok suku tersebut.

Pastikan bahwa peta-peta diperiksa dengan tediti ahggota masyarakat, direvisi jika
perlu, sebelum digunakan dalam negosiasi-negasmgjan pihak ketiga.

Jika hukum nasional memungkinkan, tetapkan hakrkéi@an intelektual atas peta dan
database yang terekam sebagai kepemilikan masyarakat atamukitas yang
bersangkutan.

Buat aturan untuk melindungi pemanfaatan informashingga informasi tidak
disalahtafsirkan atau diselewengkan untuk kepeatirayang lain.

Sistem Perwakilan

FPIC berarti bahwa komunitas atau masyarakat setgaudiwakili oleh lembaga-lembaga yang
mereka pilih sendiri. Lembaga-lembaga tersebut iésapa:
Lembaga adat masyarakat itu sendiri
Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi#ien diterima oleh masyarakat
Atau lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakatisemtuk berurusan dengan pihak
luar.

Tidak ada ketentuan yang menyatakan lembaga mama tgabaik — variasi ruang lingkupnya

terlalu luas. Hal yang penting adalah masyarakatigeyang harus memutuskan bagaimana
mereka ingin diwakili — mereka tidak harus meneritambaga-lembaga yang dipilih atau

dipaksakan oleh pihak lain. Mereka dapat juga mbmaittuk diwakili melalui beberapa lembaga,

tidak hanya satu.

Salah satu isu yang paling rumit adalah memutusi@a yang seharusnya menjadi unit-unit
negosiasi dan representasi dalam berurusan deitggnlpar. Apakah sebaiknya masing-masing
keluarga langsung mewakili dirinya sendiri? Apaksébaiknya ada yang mewakili suatu

kampung sebagai keseluruhan? Atau apakah lebihbzajk sebuah kelompok dari komunitas-

komunitas yang bersangkutan diwakili secara bersam@? Atau berunding sebagai sebuah
kelompok yang lebih luas dari masyarakat yang texldampak?

Memilih bagaimana Anda akan mewakili diri Anda adhasalah satu dari sekian banyak langkah
yang paling penting dalam persiapan untuk negosikesihitungkan: siapa yang akan terkena
dampak; seberapa banyak Anda dapat dipercaya, tataw bagaimana berkerja dengan
komunitas-komunitas yang lebih jauh; skala intesien

14



Resiko yang perlu dipertimbangkan adalah:

Masyarakat yang memiliki perwakilan untuk berundmelalui banyak lembaga yang
berbeda lebih mudah dipecah dan dipermainkan.

Tetapi sebuah lembaga tunggal, berada di dekat katalnya, mungkin tidak cukup
bersentuhan dengan apa yang anggota masyarak&gpikian inginkan. Para pemimpin
mungkin saja punya kepentingannya sendiri.

Hal yang paling penting adalah keterwakilan selukelompok dalam masyarakat— laki-laki,
perempuan dan anak-anak — dan kemudian memilindgastembaga yang Anda percaya untuk
melakukan hal itu.

Lembaga-lembaga Adat

Banyak masyarakat adat merasa paling nyaman méwaakidlii mereka melalui lembaga-
lembaga adat mereka sendiri, atau dengan mengdediutgmbaga-lembaga ini bersama dengan
lembaga lain, lembaga-lembaga yang terbentuk bedmtaKhusus bagi masyarakat adat yang
belum pernah terlibat dalam negosiasi dengan plbak sebaiknya luangkan waktu untuk
memikirkan apa sebetulnya lembaga-lembaga adatkanel@n bagaimana lembaga-lembaga ini
bekerja sebelum melibatkan lembaga tersebut datiensperwakilan.

Sebagai bagian dari persiapan Anda, gambarkantstriémbaga, dan refleksikan seputar
kesiapan mereka untuk tugas yang akan mereka hd8agaimana lembaga-lembaga tersebut
dipilih? Apakah mereka mewakili semua orang yangnaterkena dampak? Apakah mereka
melaporkan kembali kepada masyarakat apa yang somabka lakukan dan mendapatkan
pandangan-pandangan masyarakat sebelum membuatudapuakhir? Apakah anggota
komunitas masyarakat adat dapat mengontrol apaakargdilakukan oleh perwakilan mereka?

Berikut adalah ‘peta’ yang dibuat oleh masyaralawtlema dibantu oleh JKPP di Flores Timur
yang menggambarkan luas wilayah adat masyarakableeva dan di dalam wilayah adat
tersebut terdapat lewo-lewo (kampung-kampung) yaaging-masing memiliki kelembagaannya
sendiri-sendiri.
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Sistem Pengambilan Keputusan

Pikirkan mengenai proses-proses apa saja yangngmshgunakan sebagai ruang pengambilan
keputusan di dalam komunitas. Siapa saja yandoaériilidalam diskusi-diskusi? Siapa yang
diajak bicara atau konsultasi baik di dalam per@mmaupun ketika persoalan itu diobrolkan
secara informal? Siapa yang seringkali diabaikaspakah ini benar? Bagaimana keputusan-
keputusan akhirnya dicapai? Bagaimana keputusamtksgn tersebut ditegakkan?

Sedikit sekali masyarakat adat yang mempercayakamwenang kepada satu orang atau satu
lembaga tunggal dan kemudian mengutus mereka umtniangani urusan-urusan tanpa memiliki
cara-cara untuk membuat mereka bertanggung jawpbdikekelompok yang mereka wakili.
Pikirkan bagaimana caranya memastikan bahwa négosiian melaporkan kembali kepada
komunitas tidak hanya setelah kesepakatan atautusgyu dibuat tetapi juga terus memberi
laporan secara teratur pada saat negosiasi seddagdsung.

Box 4: Perwakilan Komunitas dalam proses pengambilakeputusan:

1. Perwakilan komunitas merupakan wakil-wakil yangasai dan dipilih oleh masyarakat
setempat dengan tujuan tertentu dan dalam batatsi wexkentu pula. Kebiasaan umum yang
ditemukan di masyarakat, perwakilan komunitas tedgiri unsur-unsur: tokoh adat, pemuda,
perempuan, pemerintahan formal yang ada di komsir(ilesa), tokoh agama, dan tokoh
pendidikan.

2. Yang paling penting dari perwakilan komunitas akdatetiap wakil yang dipilih berdasarkan
mandat dan dipercayai oleh masyarakat; mempunyaitkeen, sikap, dan perilaku yang
menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat; likepgngetahuan dan kemampuan
yang diperlukan untuk mencapai tujuan; dan adanyeama atau konsesus yang disepakati
untuk mengatur fungsi, peran dan sanksi-sanksateqh perwakilan komunitas tersebut.

3. Dalam proses pengambilan keputusan, perwakilan kiasiberfungsi/berperan membantu
memfasilitasi anggota msyarakat untuk terlibat mafaerumuskan dan membuat keputusan
serta memastikan bahwa proses pengambilan kepubesem-benar berlangsung secara adil
dan tanpa tekanan.

4. Dalam proses perundingan wewenang perwakilan kasminadalah: menyampaikan
keputusan-keputusan komunitas di meja perundingan ohelaporkan tahapan-tahapan
perundingan kepada seluruh anggota komunitas.

Pikirkan dengan seksama bagaimana proses-prosaegabiitas biasanya berkerja, dalam
pembuatan keputusan sehari-hari, dan jika dan ivege proses-proses tersebut dapat diterapkan
ke dalam situasi yang baru. Sekarang tanyakamdda seolah Anda termasuk dalam kelompok
perwakilan masyarakat adat: apakah keputusan-kegutyang saat ini sedang dimintakan pada
kita untuk membuatnya selaras dengan apa yang séallakukan atau tidak?

Seringkali jawabannya adalah tidak!

Sistem pembuatan keputusan menurut adat mungkimidstrkembang dalam hal:
penjualan kayu

sewa atau jual tanah

menghapus hak

menyetujui penggalian mineral

membuat dan mengurus rekening bank

berurusan dengan uang dalam jumlah besar

oA wWNE

Jika urusan-urusan yang akan dibicarakan dengaak pifar itu sangat berbeda dari kebiasaan
sebelumnya, maka dibutuhkan sebuah penilaian yamgdatam tentang keadaan komunitas
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untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalanghaelapi situasi yang benar-benar baru
tersebut, dan lembaga mana yang punya otoritasdataasi tersebut.

Terjadinya perundingan adalah langkah maju. Olebria@itu sangat penting untuk menciptakan
kondisi yang memungkinkan terjadinya perundingamgyaberkelanjutan sebabSékali
perundingan menjadi mandeg sulit untuk meneruskanng kembali.”

Menentukan Sebuah Proses

Salah satu hal terpenting mengenai FPIC adalahdatiwnerupakan sebuginosesbukan suatu
peristiwa yang langsung selesai.

Keputusan tentang apakah harus ada penebangan petkebunan kelapa sawit, pertambangan,
bendungan, pembangunan jalan raya dalam wilayahada dimasukkannya wilayah adat ke
dalam taman nasional merupakan keputusan-kepuyasansangat penting. Keputusan tersebut
berdampak untuk puluhan atau bahkan ratusan taBudegan. Masyarakat hendaknya tidak
merasa diwajibkan untuk membuat keputusan semanamalam keadaan tergesa-gesa atau
membuat semua keputusan sekaligus. Masyarakat bddiak meminta waktu untuk
mempertimbangkan berbagai pilihan, pertama-tamgatemformasi yang benar di tangan. perlu
diingat, pada tahap apapun jika lawan berunding pitaak luar menunjukkan sikap tidak hormat
terhadap proses, maka Anda dapat menghentikandiegam. Oleh karena itu, pikirkan dengan
baik langkah-langkah berlangsungnya negosiasi damlian upayakan lawan berunding untuk
bersepakat tentang tahap-tahap berikut ini:

1. Tahap pertama adalah menyiapkan waktu untuk berpagsiapan di tingkat komunitas,
seperti yang tersusun di halaman-halaman sebelumnya

2. Tahap kedua adalah mengumpulkan informasi. Inktikxarti hanya memperoleh semua
dokumen yang ada. Mungkin informasi yang Anda ikgin belum tersedia. Jika
demikian, maka sepakati hanya sampai pada tahagumgulkan data saja. Minta
informasi yang Anda perlukan! Jika ada tetapi tidiikformasikan, maka ini bukanlah
sebuah proses pembuatan keputusan yang benar kiglednberdasarkan informasi yang
lengkap terlebih dahulu.

3. AMDAL mungkin dapat bermanfaat sebagai sistem rgsemilaian dampak. Tegaskan
bahwa penilaian-penilaian tersebut mencermati ssu-yang sangat penting bagi
komunitas. Pastikan para penilai berkerja penutgaerkomunitas untuk memahami
sistem kehidupan dan pemanfaatan lahan yang adabagammana semua ini akan
berubah jika pembangunan berjalan terus.

4. Ketika Anda telah mendapatkan semua informasi yamgla perlukan, langkah
selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk mengkajilengan melibatkan semua
orang yang akan terkena dampak. Anda mungkin merhkan bantuan untuk menilai
informasi ini (lihat bagian ‘Mendapatkan saraneayang benar ' dan ‘menganalisa
informasi’)?

5. Jika Anda merasa cukup dengan informasi yang tilalmpulkan dan telah dilakukan
pemeriksaan atas informasi tersebut maka Anda biEanulai negosiasi yang
sesungguhnya. Tetapi di sini sekali lagi, jangamyesa-gesa! Negosiasi hendaknya
bertahap, dengan waktu untuk refleksi karena semiliban dan tawaran perlu
dipertimbangkan.

6. Putuskan siapa yang akan menjadi negosiator. Rartuskjauh mana mereka harus
melangkah sebelum membawa persoalan kembali kdgoadanitas.

Pastikan bahwa ada kesepakatan tentang sebuals yasg akan memberi kesempatan bagi
Anda untuk terlibat, untuk melakukan sesuatu pagatahapan dan untuk berkonsultasi kembali
dengan komunitas dalam semua tahapan.

“Jangan setuju pada sebuah proses yang akan mengédr@ada keputusan gegabah.”
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Menilai Lawan Berunding Masyarakat

Anda dapat yakin bahwa orang yang akan berundimgate Anda sudah meluangkan waktu
untuk mencari tahu tentang Anda. Cari tahu tentaegeka juga, sehingga Anda tahu dengan
siapa Anda akan berurusan!

Caritahu beberapa hal berikut:

Apa jenis proyek yang sedang mereka rencanakan.

Semua hal yang bisa Anda ketahui mengenai dampagrogek tersebut.

Tentang bisa tidaknya dan bagaimana dampak-danikatadgi.

Siapa pemilik perusahaan tersebut.

Semua hal yang bisa Anda ketahui tentang riwayatspbaan dan para investornya.

Bagaimana mereka berurusan dengan masyarakatiadasd lalu. Jika memungkinkan

kunjungi atau temui langsung masyarakat adat tetsebtuk mengetahui seperti apa

pengalaman mereka dalam hal ini.

7. Bagaimana mereka membuat keputusan dan stratedaki yang telah mereka pakai

dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya.

Siapa saja pihak-pihak yang punya keterkaitan garsaja tujuan mereka.

. Siapa seharusnya yang layak mewakili mereka dalagogiasi. Pastikan mereka
mengutus seseorang dengan wewenang untuk membuditrian, tidak hanya seseorang
karyawan biasa dari bagian hubungan masyarakat (A&)Nverusahaan.

10.Cari tahu tentang apa saja standar ‘pelaksanabaikeuntuk jenis proyek atau kegiatan

seperti ini dan tuntut agar mereka sungguh-sundmiierja memenuhi standar-standar
tersebut.
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Box 5: Tips untuk mendapatkan informasi melaluginet:

Internet dapat membantu Anda untuk memperoleh garlaformasi yang Anda inginkan terk
dengan kebijakan negara, dan sebagainya. Untukaridnformasi melalui internet, yang harus
diperhatikan pertama kali adalah informasi tentapga yang hendak dicari. Kemudian, baru
mengetahui siapa pengelola website serta apa nabsitenya. Ada banyak pengelola website,
mulai dari pemerintah, LSM, perusahaan, maupunypeag tinggi. Anda dapat menggunakan
mesin pencari google dengan memasukkan kata kumtcikumencari informasi di internet;
misalnya jika Anda hendak mencari informasi tentkelgijakan dan srategi pembangunan negara
di bidang kehutanan, maka anda tinggal masukkaan latci “departemen kehutanan”. Ini agak
rumit karena mesin pencari google ini akan memuwkaculsemua informasi yang berkai
dengan hal tersebut, dan akan lebih banyak wakgu dreda untuk mencari manakah diantara
informasi yang dimunculkan itu yang merupakan infasi dari pemerintah. Akan lebih mudah
jika Anda sudah mengetahui nama websitenya, sehimgfgprmasi yang anda cari langsung
didapat dari sumbernya. Sebagai contoh, untuk meimfarmasi tentang kebijakan dan strategi
pembangunan negara di bidang kehutanan, anda ktimygagetik _http://www.dephut.go.i
Website ini dikelola oleh Departemen KehutananaidDepartemen Kehutanan, berikut addlah
contoh beberapa nama pengelola website, informémifasi apa saja yang ditampilkan dan apa
nama websitenya.
1. Pemerintah:
a. Informsi mengenai kebijakan dan strategi pembanguregara di daerah-
daerah yang disebut tertinggal dan terpencil, Adejgat mencarinya di situs
http://www.kemenegpdt.go.idyang dikelola oleh Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal.
b. Informasi tentang kebijakan dan strategi pembangunemara dalam bidang
energi dan mineral, dapat Anda cari di situs Htipviv.esdm.go.idyang
dikelola oleh Departemen Energi dan Sumber DayaMin
2. LSM: Berikut adalah contoh beberapa nama LSM selpgayelola website dan
menampilkan informasi sesuai dengan ruang linglekepaannya:
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a. Informasi tentang masyarakat adat dapat Anda cavidv.aman.or.idyang
dikelola oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AN)

b. Informasi tentang kondisi serta advokasi atas limglan hidup dapat Anda
cari di www.walhi.or.id yang dikelola oleh Wahana Lingkungan Hid
Indonesia (Walhi).

c. Sementara informasi yang berkaitan dengan advokidam bidand
pertambangan dapat Anda cari di www.jatamyangg dikelola oleh Jaringan
Advokasi Tambang (JATAM)

d. Informasi tentang pemetaan partisipatif yang saatunya adalah untuk
menegaskan hak-hak masyarakat adat atas wilayaht dapda cari di
http://www.jkpp.orgyang dikelola oleh Jaringan Kerja Pemetaan Ppatifi
(JKPP)

[
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Ada banyak NGO yang punya keahlian khusus dalanacakl kegiatan-kegiatan perusahaan
tertentu dan ini dapat menjadi sebuah sumber irderalan dukungan yang sangat berguna.

Tetapi, penting untuk diingat bahwa mereka memadienda dan prioritas sendiri yang mungkin
tidak sama dengan Anda.

“Hanya karena mereka membantu Anda, seringkali tan@ biaya, tidak berarti Anda harus
melakukan apa yang mereka sarankan. Anda yang haruserjalan dengan kesadaran akan
konsekuensi langsung dari setiap keputusan, bukan eneka.”

Bagaimana Masyarakat Mendapatkan Saran yang Benar?

Isu-isu yang masyarakat hadagialah rumit. Perusahaan-perusahaan memiliki pakar tedauis
pengacara untuk membantu mereka, mengapa Andatilagamemiliki hal-hal tersebut? Jika
masyarakat meminta merekrut bantuan dari pihak lmaka mereka perlu memasukkan orang
yang dapat dipercaya — orang yang tidak hanya rierkdahlian yang mereka perlukan tetapi
juga orang yang benar-benar mau menjadi bagiarsdlriuh kerja mereka.

Pertolongan seperti ini tidak murah dan mengandesiko yang harus dipertimbangkan secara
matang. Ada banyak sumber dana yang bisa didaftarkisalnya pemerintah, lembaga-lembaga
donor, perusahaan, dan sebagainya. Masyarakat mperiyadari bahwa setiap pemberian atau
dukungan dana pasti memiliki agenda di baliknyatiRan masyarakat masih punya hak untuk
mengambil keputusan dan menentukan pilihan dengghash Sebuah proyek yang sangat
mempunyai dampak yang sangat besar pula. Dengaikidepmasyarakat mungkin memerlukan
banyak orang dengan berbagai macam keahlian untrkbantu mereka dalam mengambil
keputusan.

Jika masyarakat memutuskan untuk meminta bantuenpiak luar, maka masyarakat perlu
memastikan ada waktu yang cukupuntuk menjelasle@arlgngan mereka kepada pihak luar
tersebut; apa saja yang menurut mereka pentingapgansaja yang mereka anggap masih
membingungkan.
Masyarakat harus memastikan mereka sudah memalaaan gang diberikan oleh pihak luar.
saransaranSaran itubisa saja berupa informasi steli@ng siapapun akan kesulitan
memahaminya. Masyarakat harus merasa nyaman urmuiima saran.
Penting untuk diperhatikan:
Masyarakat seharusnya bebas untuk menerima ataogoolak saran mereka.
Masyarakat harus meluangkan waktu untuk memintgelsesan tentang hal-hal yang
mereka belum mengerti. saransaran

“Penting untuk Anda Perhatikan bahwa Pihak luar mungkin mencoba untuk menolong
tetapi keputusan ada di tangan masyarakat.”
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Menganalisis Informasi

Masyarakat mempunyai hak atas informasi. Oleh lar&m pemerintah maupun perusahaan
berkewajiban untuk menyediakan semua informasi ymrgaitan dengan proyek dalam bahasa
yang mudah dipahami masyarakat.

Masyarakat perlu menggunakan semua informasi dean-saran penting yang sudah mereka
dapatkan sehingga dipahami secara luas. Ini targgnpada apa jenis proyeknya dan rasa
nyaman untuk berbagi informasi dan mendiskusikannjiagkatkan penggunaan langkah-

langkah yang perlu, termasuk yang berikut ini:

Adakan rencana untuk menyebarkan informasi seuam |

Rencanakan keterlibatan semua pihak yang terkampalasupaya mereka mendapatkan
informasi dan ikut mendiskusikannya, termasuk mpgean dan anak-anak, orang tua
dan orang-orang yang tidak bisa membaca.

Ajaklah semua ‘pakar’ yang masyarakat miliki untulemeriksa dan mendiskusikan
informasi dan saran tentang rencana pembangursabter

Masyarakat perlu membuat lembar informasi yangksingentang proyek-proyek yang
besar dan rumit, dan bila perlu mintalah saran ptnjelasan kepada pihak luar untuk
menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan hallatse

Partisipasi yang efektif tergantung pada pemahaysry baik dan untuk itu perlu
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mkatyaRara pengusul proyek
hendaknya menyediakan sumber-sumber yang diperlukrtk memastikan penjelasan
dengan bahasa yang mudah ini. Masyarakat mungkimenhgkan sebuah tim untuk
berkerja sepanjang seluruh proses negosiasi.

Hal-hal mendasar yang harus diketahui adalah:

Apa tujuan proyek tersebut Apakah manfaat yangrdpia@an bagi komunitas? Apakah
manfaat tersebut kelihatan masuk akal?

Apa dampak yang tampaknya akan terjadi? Adakah desdpmpak yang terlupakan?

Bagaimana pandangan perusahaan tentang hak-halpdianhidup masyarakat adat
dalam mencari kehidupan mereka dari tanah dan ahilaya?

Pada umumnya, semua hal tersebut di atas terdapktlaim proposal proyek dan di dalam
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Masuk ke dalam Perundingan

Jika masyarakat sudah benar-benar memperoleh iagdrgang jelas mengenai proyek yang
diajukan dan telah melakukan analisa terhadap deawi@mpak yang mungkin— baik dan
buruknya — masyarakat dapat mempertimbangkan unelingkah ke perundingan. Untuk itu,
mereka perlu membuat persiapan yang cermat.

Tahapan-tahapan menuju perundingan:

Melakukan musyawarah untuk memilih juru runding. dylawarah ini sedapat mungkin
dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan makgara

Juru runding harus mencerminkan perwakilan berbdggbmpok sosial dalam
masyarakat dan memiliki keragaman keterampilan.
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Membangun kesepakatan bersama seputar rencanaabapam perundingan, yang
mencakup kebutuhan-kebutuhan tertentu yang jelpgn, strategi dan taktik yang dapat
diterima, pendanaan, waktu, serta mekanisme evalaag rutin.

Sebelum masyarakat menyepakati untuk melakukanngiegan langsung, mereka perlu
memastikan bahwa lawan berundingnya menghargasipsprinsip FPIC (prinsip-prinsip SENI
ADIL Bersepakat) Ini berarti lawan berunding hekma secara tegas:
Mengakui bahwa masyarakat adat adalah pemilik-afiay
Mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak unt@ngatakan ‘Ya' atau ‘Tidak’
secara bebas dan tanpa tekanan terhadap keselpnaolyei tersebut.
Mengakui bahwa masyarakat dapat memilih untuk meagean kawasan yang penting
bagi mereka dari wilayah proyek tersebut.
Mengakui bahwa masyarakat mempunyai hak atas iafgirtentang tujuan, manfaat dan
dampak serta informasi lain yang berkaitan dengapegk.Mengakui bahwa masyarakat
memiliki hak untuk menetapkan rentang waktu yandupu bagi merekauntuk
mendapatkan, mempelajari, memahami dan menyuswanman melakukan konsultasi
dan membuat keputusan-keputusan dengan cara meseki&ri berdasarkan informasi
yang diperoleh sebelum maupun selama perundingamgdkui bahwa masyarakat
memiliki hak dan kebebasan untuk memilih dan meieta para juru runding dan
perwakilan mereka.

Para juru runding mungkin perlu mendapatkan sebkedepakatan yang ditanda-tangani,
misalnya surat keputusan musyawarah sebelum melangkih jauh.

Jika lawan berunding tidak memenuhi prinsip-prinrSRIC dalam proses ini, maka masyarakat
punya alasan yang jelas untuk menolak keselururasep tersebut.

Taktik Berunding

Masyarakat perlu mengingat bahwa tawaran-tawaraal aari pemerintah atau perusahaan
umumnya tidak semanis peraturan dan tindakan-tamladyata yang kemudian mereka terima.
Jadi sangat masuk akal dan adil bahwa masyarakas n@enetapkan tuntutan awal yang jauh
melampaui apa yang mereka rencanakan untuk disiepakia akhirnya.

Oleh karena itu, dalam persiapan untuk berundiegamstiasa penting bagi masyarakat untuk
pertama-tama menetapkan tawaran tertinggi. Mereiga jperlu memperispkan diri untuk

menghadapi situasi yang tidak menguntungkan termastika mereka harus mengatakan
TIDAK kepada proyek tersebut.

Masyarakat sepenuhnya bebas untuk memutuskan kagaibersikap dengan lawan berunding.
Tetapi ada beberapa keuntungan dan kerugian dakmilim untuk bersikap sopan dan ramah

ataupun sikap pendiam dan waspada. Pilihnlah petalekgang nyaman dengan tetap

mempertimbangkan bahwa lawan berunding berasabddeya yang berbeda. Perhitungkan saat
yang tepat untuk menekan lawan berunding, misadeygan menunjukkan sikap MARAH tanpa

melupakan sikap saling menghargai. Hal ini dapambantu melahirkan rasa saling percaya
sebagai dasar bagi sebuah kesepakatan yang lebih ad

Masyarakat harus menyadari bahwa selalu ada pihag ynengendalikan proses dan jalannya
perundingan. Mereka ini adalah perusahaan, badanlambaga pemerintah yang mempunyai
dukungan politik dan keuangan yang sangat kuaakRiihak ini umumnya tidak hadir di meja

perundingan tetapi sangat mempengaruhi proses asih gerundingan. Analisislah pengaruh

pendapat mereka ini dan ambil langkah yang tepat.
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Masyarakat perlu menggalang dukungan media, LSMdydamg, ORMAS, akademisi, dan
tokoh-tokoh politik lokal untuk memperkuat posisermaka dalam perundingan.

Terkait dengan kehadiran pihak-pihak tersebut dis,atmasyarakat dan lawan berunding
mempunyai hak untuk memutuskan apakah perlu merkeaanformasi atau tidak kepada
mereka. Kesepakatan mengenai perlu atau tidaknggh&siaan biasanya diambil pada awal
perundingan. Namun sangat penting bagi masyarakak unempertimbangkan dengan matang
mengenai keuntungan dan kerugian dari sebuah pagamyang dilakukan secara terbuka atau
perundingan yang dilakukan secara tertutup. Umumpiyek perusahaan atau pemerintah
menekankan pentingnya kerahasiaan dari sebualma$soryang secara politik dan komersial
sangat sensitif.

Mencapai Kesepakatan

Hasil perundingan tergantung pada banyak hal, @eratpada keputusan masyarakat untuk
mengatakan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ terhadap rencana pergbaan.

Jika masyarakat sudah memahami tujuan, dampak danfaat dari sebuah rencana
pembangunan dan bersedia melakukan perundingarantenproyek itu, mereka perlu
mempertimbangkan beberapa keadaan khusus berikut in

Membatasi ruang kegiatan proyek untuk tidak menilamukwilayah-wilayah rentan,
kawasan keramat, dan kawasan-kawasan penting Wegiktan adat serta melindungi
hewan dan tanaman tertentu yang penting secargduda

Memperketat aturan dan langkah-langkah yang tedémbukti dapat melindungi dan
memulihkan lingkungan.

Memastikan bahwa wilayah kegiatan proyek tidak akagngganggu wilayah mata
pencaharian masyarakat.

Ganti rugi atas kehilangan harta benda dan susuraber kehidupan yang terkena
dampak proyek.

Tindakan untuk memastikan bahwa kompensasi samgg@ada mereka yang terkena
dampak langsung.

Memastikan adanya kesempatan untuk mendapatkang@akéaru dan peluang-peluang
serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkaaokuitt.

Pengadaan pelayanan (fasilitas pendidikan, kesghgtian, listrik, air bersih, tempat
ibadah, pusat budaya, dll.) yang bermanfaat ungépektingan umum.

Menetapkan skema pembagian keuntungan maupun skepesilikan bersama yang
adil.

Jika ada kesepakatan mengenai skema pembagiarukgantatau skema kepemilikan
bersama harus dipastikan adanya sistem adminisgeasy terbuka baik dari pihak
perusahaan maupun dari pihak masyarakat.

Memastikan rencana pengelolaan dan pemanfaatanesutalya yang sedang berjalan
harus dirundingkan secara bersama.

Pengembangan kapasitas lembaga masyarakat adat.

Tidak ada penggunaan pasukan swasta maupun pasetiara oleh perusahaan.

Memantau Pemenuhan Kesepakatan

Manakala telah tercapai sebuah kesepakatan dalaondiegan, maka kedua belah pihak
bertanggung jawab untuk menegakkan isi perjanj@sebut. Untuk memastikan hal tersebut,
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maka perlu membentuk sebuah tim pemantauan ygegcdiya oleh kedua belah pihak untuk
memantau pemenuhan isi perjanjian ini.

Ada dua cara utama dalam melakukan pemantauan:

Membentuk tim pemantauan bersama yang terdiri pmvakilan masyarakat adat dan
pemerintah atau perusahaan.Upayakan pengetahuayaraies adat benar-benar
digunakan.

Bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang diperaaleh kedua belah pihak dan
tidak terkait langsung dengan proyek. Pihak keigdertanggung jawab untuk secara
berkala mengaudit pemenuhan isi perjanjian.

Seringkali solusi terbaik, walaupun mahal, adalamenapkan dua bentuk pemantauan tersebut.
Mitra-mitra lokal memantau proyek tersebut sepamjaahun sementara auditor dari luar
melakukan kunjungan berkala untuk memeriksa bertbedalan mendengar perhatian dari kedua
belah pihak.

Jika ada aturan hukum dan badan pemerintah yaalg tetbukti dapat dipercaya, maka proyek-
proyek skala besar wajib berada di bawah pengatgianah badan pemerintah.

Pemantauan hendaknya memperhitungkan:

Berbagai dampak dan langkah-langkah pengurangapaladampak yang teridentifikasi
dalam analisi dampak lingkungan (AMDAL) dan analdampak-dampak sosial.
Perubahan dalam hal mata pencaharian, kesehatadapstan dan lingkungan hidup
terhadap batas ambang (baseline) yang ditentukamgeengkajian terdahulu.
Pandangan dan pengaduan dari semua pihak yangateriakukan langkah-langkah
khusus untuk memasukkan pihak yang tidak aktif darta dalam pertemuan publik.
Pelaksanaan semua kegiatan dan langkah-langkahageanbmanfaat dibangun dalam
kesepakatan.

Menangani Pelanggaran

Hanya sedikit sekali proyek yang benar-benar lesmjaesuai rencana. Berbagai dampak dan
manfaat serta kesalah-pahaman yang tidak terdugsa bhnuncul selama proyek berlangsung.
Program pemantauan hendaknya membantu mengidasiifiersoalan tersebut tetapi
masyarakat memerlukan mekanisme yang disepakatik umengurus berbagai permasalahan
yang mungkin muncul.

Oleh karena itu, isi perjanjian hendaknya:

Memasukkan tindakan-tindakan untuk mengidentifikdain mendaftarkan berbagai
pengaduan dan pelanggaran.

Membangun mekanisme yang saling menguntungkan uparkyelesaian sengketa,
dengan penerapan sanksi dan tindakan-tindakan gemidecara bersama-sama. Upaya-
upaya tersebut mungkin merupakan proses hukumatalatpengembangan mekanisme
campuran yang disepakati selama perundingan.

Hal yang paling utama adalah memiliki mekanismeyphlasaian sengketa yang diterima oleh
semua pihak dan dapat diterapkan dengan mudalselsingga sengketa tidak berkembang luas.

Mengesahkan Kesepakatan

Ketika kesepakatan telah dicapai, adalah pentinpastkan bahwa kesepakatan-kesepakatan
tersebut disaksikan dan disahkan dengan benarddpiat dilakukan dengan memastikan
kesepakatan itu ditanda-tangani oleh perwakilamysah dari semua pihak yang terkena dampak,
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biasanya dalam sebuah perayaan umum berkaitan riekglsiasaan adat, dan kemudian
dikukuhkan oleh notaris setempat.

Jikaisi-isi kesepakatantersebut lebih maju dibagidin dengan apa yang telah ditetapkan
pemerintah, misalnya dalam hal pengakuan hak adattanah dan sumber daya alam, maka
masyarakat perlu mempertimbangkan untuk menganigksépakatan tersebut pada tingkat
Peraturan Daerah (Perda).

Tujuannya adalah untuk menjawab tantangan mengengiakuan yang lebih kuat dalam hukum
negara terhadap hak masyarakat adat.
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Sumber Rujukan

1. Hasil studi AMAN tentang Undang-Undang yang mengankan pengakuan terhadap
masyarakat adat; draft, belum dipublikasikan.

2. Hasil temuan Proyek FPIC AMAN-FPP-JKPP 2005-2008

3. Satu Yang Kami Tuntut; Hasil Studi AMAN - FPP
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